BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO.
163/PID.SUS/2015/PN.LBH TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK

YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam

Putusan No. 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Dasar pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh Majelis Hakim
dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa Jumardi dalam putusan No.
163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh yaitu pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain
mempertimbangkan pada pasal tersebut Majelis Hakim juga menimbang
pada keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan-tujuan
penjatuhan sanksi.

Berikut akan dianalisis pertimbangan hukum hakim di atas menurut
Hukum Pidana Islam:
1. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu melakukan tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 dengan unsur-unsur sebagai

berikut:
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a. Unsur “setiap orang”

Unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum
yang mengemban hak dan kewajiban atau siapa saja yang mampu
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Jinayah merupakan semua perbuatan yang diharamkan yaitu
tindakan yang dilarang oleh syara’ (hukum Islam) yang apabila
dilakukan maka dapat membahayakan agama, jiwa, akal,
kehormatan dan harta benda. Suatu perbuatan dapat dikatakan
sebagai Jinayah apabila telah memenuhi beberapa unsur. Salah satu
dari unrsur tersebut adalah a/-Rukn al-adabi atau juga disebut unsur
moral. Dalam unsur ini pelaku kejahatan adalah orang yang dapat
menerima khitab atau dapat memahami taklif artinya pelaku
kejahatan tersebut adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut
atas kejahatan yang mereka lakukan, sedangkan mukallaf adalah
orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. !

Dari uraian identitas terdakwa pada pembahasan sebelumya
dapat diketahui bahwa terdakwa Jumardi adalah orang yang sudah
baligh yang berusia 21 tahun dan ia adalah seorang mahasiswa yang
beragama Isam, sehingga a/-Rukn al-adabi ini telah terpenuhi dalam

diri terdakwa.

! Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22.
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b. Unsur “Dengan Sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan
terhadap anak yang mengakibatkan mati”

Pada putusan di atas unsur ini telah terpenuhi, artinya pelaku
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan
terhadap anak yang mengakibatkan mati. Namun tindak pidana
yang dilakukan terdakwa ini dalam Hukum Pidana Islam termasuk
dalam tindak pidana pembunuhan dengan jenis pembunuhan
menyerupai sengaja (Qatl/ Shibhu al’Amd). Perbedaan penting dari
jenis pembunuhan ini dengan jenis pembunuhan yang lain seperti
pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah adalah pada niat
pelaku. Pelaku sengaja melakukan perbuatan seperti menganiaya,
memukul, menusuk, menikam dan lain sebagainya tetapi ia tidak
bermaksud untuk membunuh.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang didapat oleh Majelis Hakim,
terdakwa sebelumnya telah emosi atas sikap korban yang memukul
terdakwa terlebih dahulu, karena terdakwa emosi terdakwa
membalas perbuatan korban dengan menikam bagian lengan kiri
atas korban menggunakan pisau badik. Penikaman yang terdakwa
lakukan menyebabkan pembuluh darah besar pada bagian lengan
atas korban terputus sehingga korban mengalami pendarahan dan

meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian. Peristiwa tersebut
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seharusnya tidak perlu terjadi karena terdakwa dalam posisi aman di
rumah saksi La Ware.

Terdakwa sengaja menikam korban tetapi terdakwa tidak
bermaksud untuk membunuh korban, hal ini dapat diketahui bahwa
terdakwa melakukan penikaman tersebut karena untuk membalas
perbuatan korban, dan setelah menikam sebanyak satu kali,
terdakwa tidak menikam korban lagi, tetapi langsung melarikan diri
dari tempat kejadian.

Sedangkan mengenai unsur anak sebagai korban, dalam Hukum
Pidana Islam ketentuan untuk menetetapkan sanksi pada terdakwa
tidak terpengaruh pada usia korban, yang terpenting korban adalah
orang yang terpelihara darahnya atau yang terjamin keselamatannya
oleh negara Islam, baik bayi yang baru dilahirkan, anak-anak, orang
yang sudah dewasa maupun orang yang sudah lanjut usia. Kecuali
yang menjadi korban pembunuhan adalah janin yang masih dalam
kandungan, maka terdapat ketenteuan tersendiri dalam penetapan
sanksi.

Dari uarian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jumardi dalam Hukum
Pidana Islam adalah tindak pidana pembunuhan menyerupai
sengaja, karena unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja

yang dibahas pada bab sebelumnya telah terpenuhi.
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2. Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan
meringankan.

Keadaan yang memberatkan pada kasus ini adalah korban
meninngal dunia dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan
masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetap
dibebankan pertanggung jawaban oleh karena perbuatannya, maka
terdakwa Jumardi tetap harus mendapatkan hukuman atas tindak pidana
yang dilakukannya.

Pembunuhan menyerupai sengaja yang dilakukan oleh terdakwa
dapat dihukum dengan hukuman pokok yaitu diyat dimana terdapat
pemberatan dan peringanan diyat. pemberatan diyat dalam hal ini
adalah diyat mughalladzah yang berlaku pada pembunuhan menyerupai
sengaja dan pembunuhan sengaja yang terjadi karena syubhat, yaitu
pembunuhan oleh orang tua atas anaknya.’

Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa
bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan
mengulanginya lagi. Keadaan tersebut dalam Hukum Pidana Islam tidak
dapat mempengaruhi jenis hukuman yang akan dijatuhkan, kecuali jika

terdakwa mendapat maaf, pengampunan atau sulh

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 170.
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(perdamaian) dari pihak keluarga korban maka hukumannya dapat

diringankan bahkan hukumannya bisa menjadi gugur.

. Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan-tujuan penjatuhan sanksi.
Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah sekedar untuk

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan

suatu tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan
tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent
effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (zAe
moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh
untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Adapun tujuan dari ditetapkannya dan diberlakukannya sanksi bagi
pelaku kejahatan menurut syariat Islam adalah:

a. Pencegahan. Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat
Jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Di samping
mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah
orang lain selain pelaku agar ia tidak melakukan jarimah, sebab ia
bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku
juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan
perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dan pendidikan. Tujuan kedua dari penjatuhan sanksi atau
hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang

yang baik dan menyadari kesalahnnya.
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c. Kemaslahatan masyarakat. Memberikan hukuman kepada orang
yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam,
melainkan untuk kemaslahatannya sendiri dan juga masyarakat.
Tujuan penjatuhan sanksi yang dipaparkan oleh Majelis Hakim

dalam putusan no. 163/Pid.Sus/2015/Pn.Lbh menurut peneliti telah

sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dimana sanksi yang dijatuhkan
bukan sekedar untuk membalas perbuatan pelaku tetapi juga sebagai
pencegahan, pendidikan dan kemaslahatan umum dengan mematuhi

hukum yang berlaku di sekitanya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan No.

163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah. Lafaz ‘uqubah menurut
bahasa berasal dari kata “—‘ﬂc yang sinonimnya ‘\-13"-1 BN f\hh artinya
“menggiring dan datang di belakangnya”. Dalam pengertian yang agak mirip
dan mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut dapat diambil dari lafaz
C8le yang sinonimnya Jx8lay 2134 3135 artinya “membalasnya sesuai
dengan apa yang dilakukan”.

Seseorang yang melakukan tindak pidana memang sudah seharusnya di

hukum sesuai dengan perbuatannya. Seperti pembunuhan yang dilakukan
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oleh terdakwa Jumardi ini sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang
berat, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah menghilangkan
nyawa seseorang apalagi korbannya masih anak-anak.

Berdasarkan pada amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun bagi terdakwa Jumardi. Sanksi tersebut lebih
ringan dari tuntutan awal dan ketentuan pasal yang didakwakan yaitu Pasal
80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, yang berbunyi: “dalam hal anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mati, Maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).”

Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu penikaman pada tangan kiri
korban yang megakibatkan meninggal dunia dalam Hukum Pidana Islam
termasuk dalam tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja
dalam Hukum Pidana Islam berupa hukuman pokok yaitu diyat dan kifarat.

Meskipun sanksi pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai
sengaja adalah diyat dan kifarat, tetapi jika terdakwa tidak memiliki harta
untuk membayar diyat maka diberlakukan hukuman pengganti dari hukuman

pokok diyat yaitu ta’zir, dalam hukuman ¢a’zir ini hakim diberi kebebasan

3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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dan wewenang untuk memilih jenis hukuman mana yang lebih maslahat dan
sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hukuman ¢a’zir ini merupakan hukuman
yang bersifat mendidik, yaitu mendidik terdakwa agar menyesali
perbuatannya dan tidak mengulanginya kembali, serta agar dapat memahami
bahwa perbuatan yang dilakuan merupakan perbuatan yang dilarang oleh
syara’. Sedangkan pada hukuman pokok &kifarat apabila tidak ditemukan
hamba sahaya yang mukmin maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-
turut.

Selain dikenakan sanksi fa’zir dan puasa dua bulan berturut-turut,
terdakwa juga dikenakan sanksi tambahan, yaitu berupa penghapusan hak
atas waris dan penghapusan hak atas wasiat.

Hal penting yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menetapkan dan
menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana adalah batas tertinggi dan
terendah suatu sanksi tergantung kepada kemaslahatan masyarakat. Apabila
masyarakat menghendaki beratnya sanksi, maka sanksi diperberat, demikian
pula sebaliknya masyarakat menghendaki ringannya sanksi, maka sanksi
diringankan.

Menurut peneliti berdasarkan kepastian hukum (normatif) sanksi dalam
putusan nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak
yang mengakibatkan meninggal dunia sejalan dengan Hukum Pidana Islam,
dimana penetapan sanksi bagi terdakwa sepenuhnya menjadi wewenang bagi

Majlis Hakim dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk tujuan-



72

tujuan penjatuhan sanksi yaitu untuk pencegahan serta pndidikan. Hal ini
sesuai dengan hukuman ¢a’zir dalam tindak pidana pembunuhan menyerupai
sengaja yaitu wewenang sepenuhnya dilimpahkan kepada hakim, serta sifat
dari hukuman ¢a’zir yaitu hukuman yang bersifat mendidik pelaku tindak
pidana.

Dengan diterapkannya hukuman tersebut maka akan dihasilkan suatu
aspek pendidikan, yaitu agar terdakwa menyadari kesalahan yang telah
dilakukan dan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik serta tidak
mengulangi kesalahannya di masa yang akan datang baik kesalahan yang
sama maupun tindak pidana yang lainnya yang dapat merugikan orang lain.
Dan aspek kemaslahatan yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan
menjadikan masyarakat menjadi aman, tenteram, damai dan penuh dengan
keadilan karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia

sesuai dengan tuntutan agama.



